BAB IV
PENUTUP

17. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan analisis penelitian yang telah dilakukan, terdapat

beberapa poin sebagai simpulan. Berikut adalah simpulan dari Taskap ini:

a. Pilkada langsung merupakan bagian dari kehidupan demokrasi Indonesia
yang telah diselenggarakan sejak tahun 2005. Sejauh ini Pilkada langsung
telah terbukti membawa banyak masalah bagi kemaslahatan bangsa dan
negara. Berbagai masalah tersebut seperti biaya politik yang tinggi
mendorong terjadinya perilaku koruptif. Berbagai masalah tersebut juga
terbukti telah menggerogoti Ketahanan Nasional karena tidak memberikan
kestabilan politik dan mengancam kaderisasi kepemimpinan nasional.

b. Berbagai persoalan yang terjadi akibat penyelenggaraan Pilkada merupakan
akibat dari dipaksakannya Pilkada dengan format langsung secara simetris
di seluruh daerah di Indonesia tanpa kajian yang lengkap dan fakta adanya
keberagaman daerah. Dalam melaksanakan Pilkada seharusnya didasarkan
pada beberapa parameter, di antaranya tingkat pendidikan, kekuatan
ekonomi daerah, ketahanan daerah, dan kerawanan penyelenggaraan
Pemilu.

c. Parameter-parameter penyelenggaraan Pilkada di atas memperlihatkan
sejauh mana suatu daerah siap untuk melakukan Pilkada langsung. Karena
itulah, parameter-parameter ini digunakan untuk membuat apa yang disebut
dengan Indeks Kedewasaan Demokrasi (IKD). IKD merupakan dasar
penilaian atas kondisi daerah dalam menyelenggarakan Pilkada.
Kematangan demokrasi dimaknai sebagai kondisi yang mendukung
terpenuhinya syarat-syarat diselenggarakannya demokrasi di suatu daerah
yang menitikberatkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam berdemokrasi,
baik secara prosedural maupun substansial, dan secara langsung dapat
meminimalisasi intensitas konflik kekerasan.

d. Ukuran kedewasaan demokrasi yang ditemukan pada setiap kabupaten dan
kota akan menjadi ukuran yang akan menentukan format Pilkada dalam

Pilkada Asimetris. Skema Pilkada Asimetris diusulkan sebagai solusi untuk
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mengeliminasi dampak negatif penyelenggaraan Pilkada langsung di
Indonesia. Pilkada Asimetris merupakan satu skema pengisian jabatan
kepala daerah yang dapat dipilih dengan memperhatikan keberagaman di
setiap daerah.

e. Pilkada akan dibagi menjadi dua skema, yakni Pilkada langsung dan Pilkada
tidak langsung berdasarkan hasil asesmen IKD. Bagi daerah dengan
kategori Dewasa dapat diselenggarakan Pilkada langsung, sedangkan
daerah yang masuk kategori Belum Dewasa harus menyelenggarakan
Pilkada tidak langsung.

f. Daerah yang menyelenggarakan Pilkada langsung menggunakan prinsip
one person one vote one value (opovov). Sementara bagi daerah yang
menyelenggarakan Pilkada tidak langsung, dilaksanakan oleh DPRD melalui
mekanisme musyawarah/mufakat dan wajib melibatkan dan memperhatikan
aspirasi masyarakat di setiap prosesnya.

g. Keterlibatan masyarakat dan proses musyawarah mufakat dalam
menentukan pilihan kandidat Pilkada di DPRD, adalah bentuk
pengejewantahan sila keempat Pancasila. Dengan demikian marwah
demokrasi Pancasila akan dapat dikembalikan dan diaktualisasikan.

h. Penyelenggaraan Pilkada asimetris dengan memperhatikan kedewasaan
demokrasi di setiap daerah diharapkan mampu mengeliminasi terjadinya
politik uang yang merupakan dampak buruk dari Pilkada langsung. Pilkada
asimetris juga diharapkan dapat menghasilkan administrator pembangunan
di daerah yang mampu memperkuat ketahanan nasional dan terwujudnya

suksesi kepemimpinan nasional yang lebih baik.

18. Rekomendasi
Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa
rekomendasi yang diajukan berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada di

Indonesia. Berikut adalah rekomendasi yang diajukan:

a. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional, Pilkada agar diselenggarakan
melalui model Pilkada Asimetris dengan teriebih dahulu menentukan IKD di
masing-masing kabupaten/kota. Mengingat rancang bangun IKD yang

diusulkan dalam Taskap ini baru sampai tahap pembobotan antardimensi,
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maka perlu dilakukan proses pembobotan dan uji validitas setiap variabel.
Setelah uji validitas dapat dilakukan, IKD harus melalui proses expert
judgement sebelum melakukan pengambilan data di seluruh kabupaten/kota
secara langsung.

. Dalam proses Pilkada tidak langsung, sebelum pencalonan, kandidat harus
melewati tahapan konvensi oleh partai politik. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan kandidat-kandidat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan
masyarakat daerah. Setiap kandidat diperbolehkan mengikuti konvensi pada
beberapa partai politik, dengan tujuan untuk mendorong terjalinnya koalisi
partai politik dalam mengusulkan calon sejak awal pencalonan.

. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia
1945, Pilkada hanya memilih kepala daerah, sehingga penyelenggaraan
Pilkada Asimetris yang diusulkan hanya untuk memilih calon bupati atau
walikota saja. Sedangkan posisi wakil bupati/walikota dipilih dan diangkat
oleh bupati/walikota terpilih berdasarkan jumlah, kriteria, dan ketentuan yang
diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

. Berdasarkan ketentutan Pasal 91 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa gubernur
merupakan wakil pemerintah pusat. Gubernur melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh
daerah kabupaten/kota. Untuk memperkuat legitimasi gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat dan Kepala Daerah di tingkat Provinsi, diusulkan
Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.

. Khusus untuk pemilihan Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat,
diusulkan untuk dilakukan dengan sistem electoral college. Pemilihan sistem
ini dimaksudkan untuk menghormati masyarakat adat (melalui kepala suku)
untuk bisa terlibat secara langsung dalam menentukan pilihan calon
gubernurnya dan menghargai adanya tradisi noken yang secara nyata masih
ada di tanah Papua. Namun demikian belum dapat ditentukan kriteria
college-nya sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Sementara untuk
Pilkada di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat,
berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang
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Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, keanggotaan DPRK ditambah ¥ (satu
per empat) dari unsur Orang Asli Papua, sehingga dengan penambahan
norma tersebut telah cukup untuk memberikan wadah bagi képentingan
masyarakat adat. Dengan demikian diusulkan penyelenggaraan Pilkada
kabupaten/kota di seluruh Papua dilaksanakan secara tidak langsung.

Untuk mengembalikan marwah Demokrasi Pancasila, mewujudkan suksesi
kepemimpinan nasional, dan memperkuat Ketahanan Nasional, serta
efisiensi biaya penyelenggaraan Pilkada serentak, diusulkan untuk Pilkada
Asimetris dilaksanakan pada Pilkada serentak tahun 2024. Konsekuensi
logis dari usulan ini, pemerintah dan DPR RI perlu melakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Pilkada atau Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang Undang (Perpu) pada tahun 2023 atau minimal
satu tahun sebelum hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara Pilkada serentak tahun 2024.
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